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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan 

rahmat dan ridho-Nya, Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat 

Tahun Anggaran 2024 ini, dapat di susun dan  diselesaikan sesuai dengan target waktu yang 

telah ditentukan. Pelaporan kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat  Tahun 

2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara dan 

pelaporan hasil capaian kinerja selama Tahun 2024. 

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat sebagai satuan kerja vertikal dari 

Badan   Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) merupakan Lembaga Pemerintah 

Non Kementrian (LPNK) pada Tahun anggaran 2024 telah melaksanakan Program 

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). 

Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab di bidang P4GN berpedoman kepada RENJA 

(Rencana Kerja) sebagaimana tertuang dalam RENSTRA (Rencana Strategis) BNN Tahun 

2020-2024 dimana RENSTRA tersebut merupakan sebagai pedoman untuk memberikan arah 

bagi pelaksanaan program P4GN. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ini diharapkan agar dapat 

memberikan informasi kepada semua pihak untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi, 

perencanaan, serta tolak ukur dalam pelaksaan kegiatan di BNN Kabupaten Bandung Barat, 

sehingga pada akhirnya dapat menunjang dan berkontribusi atas percapaian visi misi BNN 

Kabupaten Bandung Barat untuk tahun berikutnya. Dalam laporan ini disajikan target capaian 

kinerja   Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2024 dengan 10 

(Sepuluh) Sasaran Kinerja dan 10 (Sepuluh) Indikator Kinerja kegiatan yang berpedoman 

pada Peraturan Menteri Penyalahgunaan  Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan 

Reviu Atas Laporan Kinerja dan tertuang          dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. 
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Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak dan stakeholder di  Kabupaten Bandung Barat, 

yang telah membantu  dan memberikan dukungannya kepada Badan Narkotika Nasional 

Kabupaten Bandung Barat sehingga seluruh target dapat tercapai dengan cukup baik. 

Sajian data dan informasi dalam laporan kinerja ini tentunya masih sangat terbatas dan 

belum mengulas secara kompherensif terkait praktik pengelola program, kegiatan, dan kinerja 

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat. Demikian yang dapat disampaikan, kritik 

dan saran yang membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Badan Narkotika 

Nasional Kabupaten Bandung Barat  pada tahun mendatang. 

                          Bandung Barat,  15 Januari 2024 
Kepala Badan Narkotika Nasional 

Kabupaten Bandung Barat 

                                                

 

                                                                           Nurdjaman H.S.,S.H,.M.H 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

 
LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, yang 

menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program 

dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran 1 

tahun. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang 

bersangkutan selama 1 tahun anggaran. 

Laporan kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat berisi hasil laporan 

kinejra pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan BNN Kabupaten Bandung Barat, yakni 

program pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba 

(P4GN) dan program dukungan manajemen. 

Pada tahun 2024 BNN Kabupaten Bandung Barat memperoleh pagu anggaran awal 

sebesar  Rp. 1,650,631,000 yang kemudian dengan adanya pengurangan bersumber dari 

Relaksasi Automatic Adjustment, sehingga pagu anggaran yaitu sebesar Rp. 1,502,469,000, dan 

Penambahan dari Kelebihan Target PNBP Sebesar Rp. 11.136.000,- sehingga akhir tahun total 

pagu anggaran yaitu sebesar Rp. 1,513,605,000 Anggaran tersebut dialokasikan untuk beberapa 

jenis belanja, yakni : Belanja Barang sebesar Rp. 1,513,605,000, Belanja Modal Rp. 0. 

Berdasarkan pengukuran kinerja Tahun 2024, diperoleh data bahwa capaian Badan 

Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat diantaranya yaitu : 

1. Seksi Pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat dengan 3 Indikator Kinerja Kegiatan, 

sebagai berikut : 

a. Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) sebesar 

54,01 Indeks dari angka target yang ditetapkan sebesar 54,63 Indeks. 

b. Capaian Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) 

sebesar 78.304 Indeks dari angka target yang ditetapkan sebesar 88,571 Indeks. 

c. Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi sebesar 3,76 Indeks dari angka target yang 

ditetapkan sebesar 3,76 Indeks. 

 
2. Seksi Rehabilitasi dengan 5 Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut : 

a. Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan 

kualitas hidup sebesar 74,22 % dari angka target yang ditetapkan sebesar 68 %. 
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b. Jumlah Petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih tercapai 10 orang dari 

angka target yang ditetapkan sebesar 10 orang. 

c. Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional tercapai 1 lembaga dari angka target 

yang ditetapkan yaitu 1 lembaga. 

d. Jumlah unit penyelenggara layanan rehabalitasi IBM yang operasional tercapai 2 unit 

dari target 2 unit 

e. Indek kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN tercapai 

sebesar 3.44 dari target 3.29 Indeks. 

3. Bagian Umum dengan 2 Indikator kinerja, sebagai berikut : 

a. Nilai Kinerja Anggaran sebesar 100 Indeks dari target yang ditetapkan sebesar 86 
Indeks. 

b. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 100 Indeks dari target yang 

ditetapkan sebesar 94,65 Indeks. 

Dari 10 Indikator Kinerja Kegiatan BNN Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, 4 

indikator yang melebihi target yang ditetapkan, 4 Indikator yang sesuai dengan target yang  dan 

2 Indikator   di bawah target yang ditetapkan.
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GAMBARAN UMUM 

 

BAB I 
PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan posisi geografis 

yang unik dan strategis. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, dengan laju 

pertumbuhan penduduk sebesar 1,49 persen per tahun. Tingkat kepadatan penduduk 

Indonesia sebesar 124 orang per km2. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai pasar 

potensial bagi peredaran gelap narkoba.  

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) yang 

melanda dunia berimbas juga ke tanah air, perkembangannya begitu pesat sehingga sangat 

mengkhawatirkan. Narkoba juga sudah menyebar sampai ke pelosok pedesaan dan telah 

mengorbankan ribuan bahkan jutaan jiwa anak bangsa akibat terjerat narkoba. Berdadsarkan 

data yang ada di BNN, tidak satu Kabupaten/Kota yang terbebas dari masalah narkoba. 

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkotika (P4GN) yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, 

bangsa, dan negara, pemerintah telah mengesahkan berbagai regulasi yang mengatur 

pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan, mengatur tentang 

rehabilitasi medis dan social, serta upaya pemberantasan terhadap tindak pidanan Narkotika 

melalui ancaman pidanan denda, pidanan penjara, pidanan seumur hidup, dan pidanan mati. 

Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke segala lapisan 

masyarakat Indonesia yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, 

tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus, ke sekolah-sekolah, rumah kost, dan 

bahkan di lingkungan rumah tangga. Korban penyalagunaan narkoba di Indonesia semakin 

bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, mengingat 

harga narkoba yang tinggi, tetapi juga sudah merambah kekalangan masyarakat ekonomi 

rendah. Hal ini dapat terjadi karena komoditi narkoba memiliki banyak jenis, dari yang 

harganya paling mahal hingga paling murah. 

Jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi oleh penyalahguna narkoba adalah 

ganja, shabu, dan ekstasi. Ketiga jenis narkoba tersebut masih menguasai pasar peredaran 

narkoba. Hal yang menarik adalah bahwa obat-obatan daftar G (seperti Tromadol, Trihex, 

Xanax, dsb), yaitu obat resep ternyata juga banyak dikonsumsi oleh penyalahguna narkoba. 

Selain itu, obat bebas jenis sakit kepala (analgesic) yang bebas dijual di warung, mini market, 



2 

 

maupun toko obat/ apotik juga banyak dikonsumsi secara berlebihan dari dosis normal oleh 

para penyalahguna untuk mendapakan efek mabuk. 

Mencermati perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akhir- 

akhir ini, telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi persoalan 

kenegaraan yang mendesak. Karena penyalahgunaan narkoba bukan hanya orang dewasa, 

mahasiswa tetapi juga pelajar SMA sampai pelajar setingkat SMP. Dikatakan remaja 

merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena selain memiliki 

sifat dinamis, energik, sellau ingin tahu. Mereka juga mudah tergoda dan putus asa sehingga 

mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkoba. 

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, Badan Narkotika Nasional Kabupaten 

Bandung Barat sebagai lembaga pemerintah yang telah menggunakan dana yang bersumber 

dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berkewajiban menyusun laporan 

kinerja sebagai  wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok fungsi serta 

sebagai bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional 

Kabupaten Bandung Barat di tahun-tahun berikutnya. Hal ini sesuai dengan tujuan LAKIP 

yaitu sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja suatu 

organisasi. 
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DASAR HUKUM 

BNN Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan Program P4GN 

(Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, 

berpedoman kepada : 

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme; 

2. Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara; 

4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan 

dan tanggung jawab Keuangan Negara; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi 

pemerintahan; 

6. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja 

instansi pemerintah; 

7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviuw atas laporan kinerja Instansi Pemerintah; 

9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika 

Nasional Kabupaten/Kota; 

10. Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi Tahun 2020 

– 2024; 

11. Peraturan Kepala BNN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan BNN;; 

12. Keputusan Kepala BNN Nomor 388 Tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan 

penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan BNN, BNNP, dan BNNK/Kota; 

13. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 tahun 2023 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan 

Badan Narkotika Nasional dan 

14. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 

Nomor : SP DIPA-066.01.2.418317/2024 tanggal 28 November 2023. 
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TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI 

Badan Narkotika Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian 

(LPNK) yang diberikan tugas untuk melakukan penanganan permasalahan narkoba 

dengan mencegah dan memberantas peyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba 

(P4GN). Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam Peraturan 

Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNK/Kota adalah instansi vertikal Badan 

Narkotika Nasional  yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika 

Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota 

berada di bawah naungan BNN Provinsi dan betanggungjawab kepada kepala BNN 

Provinsi. 

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014, 

bahwa tugas Badan Narkotika Nasional diantaranya yaitu : 

a. Menyusun dan melaksanakan kebiajakan nasional mengenai pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor 

Narkotika; 

b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan 

prekursor narkotika; 

c. Berkoordinasi dengan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 

dan prekursor narkotika; 

d. Meningkatkan kemapuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu 

Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat; 

e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; 

f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam 

pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor 

Narkotika; 

g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, 

guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor 

narkotika; 

h. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika; 

i. Melaksnaakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; 

j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanakan tugas dan wewenang. 
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Gambar 1. 1 Dtruktur Organisasi 

 
Selain tugas sebagaimana dimaksud, juga bertugas menyusun dan 

melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya 

kecuali bahan adiktif untuk  tembakau dan alkohol. 

Selain tugas tersebut, Badan Narkotika Nasional menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan Koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan 

di bidang P4GN daam wilayah Kabupaten/Kota; 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan 

masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten/Kota; 

c. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten/Kota; 

d. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten/Kota; 

e. Pelayanan administrasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota; 

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. 

 
 

Untuk mengaktualisasi tugas dan fungsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten 

Bandung Barat  memiliki struktur Organisasi sebagai berikut : 

a. Kepala BNN Kabupaten/Kota; 

b. Kepala Sub Bagian Umum 

c. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional 
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SUMBER DAYA MANUSIA 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BNN di wilayah Kabupaten Bandung 

Barat, BNN Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2023 didukung dengan SDM 

sebanyak 28 orang sedangkan pada tahun 2024 sebanyak  27 orang. 

Adapun rincian perbandingan dukungan SDM tahun 2023 dan 2024 adalah 

sebagaimana tabel berikut: 

NO JABATAN 
JUMLAH 

PEGAWAI 
KETERANGAN 

2023 2024 

1. Pejabat Struktural 2 2 
1. Nurdjaman HS SH.M.H. 

2. Reny Jabar S,KM,MM. 

2. 

Penyuluh Narkoba

 Ahli 

Pertama 

1 1 
Yunita Candra Utami, S.KM 
(2022) 

3. Konselor Adiksi Muda 1 1 
Avi Rizqi Febrianti Sanusi, 
S.Psi, M.M. 

4. 
Perencana Program dan 

Anggaran. 
1 1 Tri Apriyanto, S.IP 

5. Pengolah Data 0 0 Ririn Rosliana, SH (2022) 

6. Bendahara 0 0 
Irman Setiady Jumara, S.H 
(2022) 

7. 
Petugas Pemetaan Jaringan 

Pratama 
0 0 

Sendi Pratama Sugandi 
(2022) 

8. Asisten Konselor 1 1 
Kiki Siti Zaqiah Saproh, 
A.Md.AK. (2023) 

9. 
Penyusun Program Anggaran 
dan Pelaporan BNN 

1 1 
Irman Setiady Jumara, S.H 
(2023) 

10. Analis Intelijen 2 2 
1. Rajab Randika, S.Kom 

(2022 & 2023) 

2. Ririn Rosliana, SH (2023) 

11. Perawat Terampil 2 2 
1. Norma Amalia, Amd. Kep 

2. Sisca Dewi Puspita, 
Amd.Kep 

12. Penyuluh Narkoba (non JF) 2 2 
1. Purnama Wijaya, S.Sos 

2. Mira Dhesinta Natalia, 
S.KM 

13. 
Analis Pemberdayaan 
Masyarakat 

0 0 Purnama Wijaya, S.Sos 

14. Penyidik BNN 1 1 
1. Saut Mangihut Tua 

Sihole, SH 

15. 
Pengadministrasi Umum 
Subbagian Umum BNN 

1 1 
Sendi Pratama Sugandi 
(2023) 

28. Tenaga Kontrak Karya 12 12  

Jumlah 28 27  
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MANDAT DAN PERAN STRATEGIS 

Keberadaan BNN Kabupaten Bandung Barat sangat diharapakan mampu 

mengatasi permasalahan narkoba di Kabupaten Bandung Barat. Sebagai leading sector 

penanganan permasalahan narkoba, BNN Kabupaten Bandung Barat dapat bersinergi ke 

seluruh elemen dalam upaya penanganan permasalahan narkoba, baik dari unsur 

pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Status dan peran tersebut dapat dioptimalkan 

BNN Kabupaten Bandung Barat untuk mengelola dan memberdayagunakan seluruh 

potensi sumber daya dalam menangani permasalahan nakoba, yakni menekan angka 

prevalensi  penyalahgunaan narkoba. 

Dalam struktur perencanaan pembangunan nasional, upaya penanganan 

permasalahan narkoba memiliki peranan penting terkait sejumlah agenda pembangunan 

nasional lainnya baik terkait pembangunan sektor ekonomi, hukum, keamanan, maupun 

sosial dan kesehatan. Isu penanganan permasalah narkoba merupakan salah satu 

komponen penting dalam hal perwujudan peningkatan keamanan dan ketertiban 

masyarakat. Semakin terkendalinya kejahatan narkoba, angka akan berimplikasi pada 

kondisi stabilitas keamanan nasional. Peranan strategis isu penangan permasalah 

narkoba tercermin pada arah kebijakan dan startegi dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. 

 

SISTEMATIKA LAPORAN 
 

Penyajian Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat 

disusun dengan sistematika berikut : 

a. BAB I PENDAHULUAN 

Menyajikan tentang latar belakang dengan penekanan kepada aspek strategis 

organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) ; kedudukan, tugas, fungsi, 

dan struktur organisasi BNNK; Sumber daya manusia BNNK; serta mandate dan 

peran strategis BNNK. 

b. BAB II PERENCANAAN KINERJA 

Menyajikan informasi tentang Rencana Strategis 2020-2024 yang memuat visi, misi, 

tujuan, dan sasaran strategis. Selain itu juga mengintisarikan Rencana Kerja, 

Rencana Kerja Anggaran, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2024. 

c. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

Menyajikan informasi tentang kinerja capaian sasaran strategis tahun 2024 beserta 

analisis pencapaian kinerja. Selain itu, juga menyajikan informasi capaian kinerja 



8 
 

sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. 

d. BAB IV PENUTUP 

Menyajikan simpulan umum capaian kinerja organisasi serta langkah di masa 

mendatang yang akan dilaksanakan organisasi untuk meningkatan kinerjanya. 

e. LAMPIRAN 

Berisi lampiran-lampiran yang tercantum dalam Laporan Kinerja BNN Kabupaten 

Bandung Barat Tahun 2024. 
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BAB II 
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

A. RENCANA STRATEGIS/RENCANA PROGRAM KERJA 

Dokumen Rencana Program Kerja Jangka Menengah ini bersifat indikatif. Visi, misi, 

tujuan, dan sasaran strategis beserta indicator dan target kinerjanya akan 

dioperasionalkan dalam program/kegiatan BNN seluruh unit kerja di 5 tahun mendatang 

sesuai arah kebijakan dan strategi yang telah di tetapkan. Dokumen rencana program 

kerja tahun 2020-2024 ini merupakan dokumen penjabaran rencama strategis rujukan 

bagi seluruh bagian/seksi di BNN Kabupaten/Kota yang merupakan acuan penyusunan 

rencana kerja setiap unit kerja di setiap tahunnya. Dalam dokumen rencana program 

kerja jangka menengah tahun 2020-2024 telah menggambarkan desain rencana program 

kerja dan struktur kinerja seluruh jajaran BNN di wilayah Provinsi Jawa Barat secara 

hirarkis sesuai ruang lingkup tugas dan kewenangan. 

Lampiran Matrik Rencana Kinerja 

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat 

Tahun 2020-2024 
 

 
 

NO. 

 
 

KEGIATAN 

 
SASARAN 
KEGIATAN 

 
INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 

TARGET KINERJA 

2020 2021 2022 2023 
 

2024 

1. Pengelolaan 
Informasi dan 
Edukasi 

Meningkatnya daya 
tangkal anak dan 
remaja terhadap 
pengaruh buruk 
penyalahgunaan dan 
peredaran gelap 
narkotika 

Jumlah Kabupaten/kota 
dengan Indeks Ketahanan 
Diri Remaja Terhadap 
Penyalahgunaan Narkoba 
berkategori “Tinggi” di 
wilayah provinsi 

 
 

- 

 
 

51 

 
 

53 

 
 

55 

 
 

57 

2. Penyelenggar 
aan Advokasi 

Meningkatnya daya 
tangkal  keluarga 
terhadap pengaruh 
buruk 
penyalahgunaan dan 
peredaran gelap 
narkotika 

Jumlah Kabuapaten/Kota 
dengan Indeks Ketahanan 
Keluarga Terhadap 
Penyalahgunaan Narkoba 
berkategori “Tinggi” di 
wilayah provinsi 

 

 
- 

 

 
78,6 

7 

 
 

80 

 
 

82 

 
 

85 

3. Pemberdayaa 
n Peran Serta 
Masyarakat 

Meningkatnya 
kesadaran dan 
kepedulian 
masyarakat dalam 
penanganan P4GN 

Jumlah Kabupaten/Kota 
dengan Indeks 
Kemandirian Partisipasi 
berkategori “Mandiri” di 
Wilayah Provinsi 

 
- 

 
 

3,28 

 
 

3,50 

 
 

3,70 

 
 

3,76 

4. Penyelenggar 
aan 

Meningkatnya upaya 
pemulihan kawasan 
atau wilayah rawan 

Jumlah kawasan rawan di 
wilayah provinsi yang 
beralih status dari 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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 Pemberdayaa 
n Alternatif 

narkoba secara 
berkelanjutan 

“Bahaya” menjadi 
“Waspada” 

     

Nilai Keterpulihan 
Kawasan Rawan yang 
diintrevensi *) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

5. Penguatan 
Lembaga 
Rehabilitasi 
Instansi 
Pemerintah 

Meningkatnya 
kapasitas tenaga 
teknis rehabilitasi 

Jumlah Petugas 
penyelenggara layanan 
IBM yang terlatih 

 
- 

 
10 

 
20 

 
25 

 
30 

Jumlah Petugas 
Rehabilitasi  yang 
tersertifikasi kompetensi 
teknis 

 
- 

 
9 

 
10 

 
10 

 
10 

6. Penguatan 
Lembaga 
Rehabilitasi 
Komponen 
Masyarakat 

Meningkatnya 
Aksesibilitas  dan 
kemampuan fasilitas 
layanan rehabilitasi 
narkotika 

Jumlah lembaga 
rehabilitasi  yang 
memenuhi Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) 
di Wilayah Kabupaten 

 
 

- 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

Jumlah unit 
penyelenggara  layanan 
rehabilitasi Intervensi 
Berbasis  Masyarakat 
(IBM) di  Wilayah 
Kabupaten 

 

 
- 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

Indeks Kepuasan 
Layanan Klinik 
Rehabilitasi BNNK 

 
- 

 
3,2 

 
3,25 

 
3,27 

 
3,3 

7. Pelaksaan 
Intelijen 
Berbasis 
teknologi 

Meningkatnya 
pemetaan jaringan 
peredaran  gelap 
narkotika dan 
prekursor narkotika 

Jumlah jaringam 
peredaran gelap narkotika 
dan prekursor narkotika 
yang berhasil dipetakan *) 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

8. Penyidikan 
Jaringan 
Gelap 
Peredaran 
Gelap 
Narkotika 

Meningkatnya 
pengungkapan tindak 
pidana narkotika dan 
lahan tanaman ganja 
dan tanaman 
terlarang lainnya 

Jumlah berkas perkara 
tindak pidana narkotika 
dan prekursor narkotika 
yang P-21 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Jumlah titik lahan tanaman 
ganja dan tanaman 
terlarang kainnya yang 
dimusnahkan*) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

9. Pengawasan 
Tahanan dan 
Barang Bukti 

Meningkatnya 
pengawasan tahanan 
dan barang bukti 
narkotika 

Nilai   tingkat keamanan, 
ketertiban, dan kesehatan 
tahanan 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Nilai tingkat keamanan 
barang bukti narkotika dan 
non narkotika 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

10 Penyidikan 
Tindak Pidana 
Pencucian 
Uang Hasil 

Meningkatnya 
pengungkapan kasus 
pencucian uang hasil 
tindak pidana 

Jumlah berkas perkara 
tindak pidana pencucian 
uang hasil tindak pidana 
narkotika dan prekursor 
narkotika yang P-21*) 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 
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 Tindak Pidana 
Narkotika 

narkotika dan 
prekursor narkotika 

      

11. Penyusunan 
dan 
pengembanga 
n Rencana 
Program dan 
Anggaran 
BNN 

Meningkatnya proses 
manajemen kinerja 
secara efektif dan 
efisien 

Nilai Kinerja Anggaran 
BNNK 

88 90 92 94 96 

Jumlah BNNK di wilayah 
Provinsi dengan nilai 
Kinerja Anggaran 
mencapai target 

- 
 

- - - - 

12 Pembinaan 
Administrasi 
dan 
Pengelolaan 
Keuangan 

Meningkatnya tata 
kelola administrasi 
keuangan yang sesuai 
prosedur 

Nilai Indikator Kinerja 
Pelaksanaan Anggaran 
(IKPA) BNN 

 
92 

 
94 

 
96 

 
98 

 
100 

Jumlah BNNK di wilayah 
Provinsi dengan Nilai 
IKPA mencapai target 

- - - - - 

 

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat menetapkan rencana kinerja 

Tahun  2024 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN tahun 2024. 

Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat sebagai 

gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu Tahun kedepan. Adapun rencana 

target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 

sebagai berikut : 

 

 

NO 

 

KEGIATAN 

 

SASARAN KEGIATAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
KEGIATAN 

 
TARGET 
KINERJA 

 
KEBUTUHAN 
PENDANAAN 

 
 

1. 

 

Pengelolaan 
Informasi dan 
Edukasi 

Meningkatnya daya 
tangkal anak dan 
remaja terhadap 
pengaruh buruk 
penyalahgunaan 
dan peredaran 
gelap narkotika 

 
Indeks Ketahanan 
Remaja Tema  
sebaya Anti 
Narkotika 

 
 

10 Orang 

 
 

76.200.000 

 

 
2. 

 

Penyelenggaraan 
Advokasi 

Meningkatnya daya 
tangkal keluarga 
terhadap pengaruh 
buruk 
penyalahgunaan dan 
peredaran gelap 

Indeks Ketahanan 
Keluarga terhadap 
Faktor Risiko 
Penyalahgunaan 
Narkoba 

 

 
5 Keluarga 

 

 
106.000.000 

 

3. 

 
Pemberdayaan 
Peran Serta 
Masyarakat 

Meningkatnya 
kesadaran dan 
kepedulian 
Masyarakat. 

 
Indeks 
Kemandirian 
Partisipasi 

 

2 Lembaga 

 

217.545.000 
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narkotika 

 

4. 

Penguatan 
Lembaga 
Rehabilitasi 
Komponen 
Masyarakat 

Meningkatnya 
aksesibilitas dan 
kemampuan 
fasilitas layanan 
rehabilitasi 

 

Layanan Surat 
Keterangan Hasil 
Pemeriksaan 
Narkotika 
(SKHPN) 

 

148 Orang 

 

34.336.000 

 
 

5. 

Penguatan 
Lembaga 
Rehabilitasi 
Komponen 
Masyarakat 

Meningkatnya 
aksesibilitas dan 
kemampuan 
fasilitas layanan 
rehabilitasi 

Layanan 
Rehabilitasi di 
BNNP/BNNK/Kota 

 
 

20 Orang 

 
 

34.650.000 

 
 
 

6. 

Penguatan 
Lembaga 
Rehabilitasi 
Komponen 
Masyarakat 

Meningkatnya 
aksesibilitas dan 
kemampuan 
fasilitas layanan 
rehabilitasi 

Jumlah Unit 
Intervensi Berbasis 
Mandiri (IBM) yang 
Operasional 

 

2 
Lembaga 

 
 

43.770.000 

 
 
 

7. 

Penguatan 
Lembaga 
Rehabilitasi 
Komponen 
Masyarakat 

Meningkatnya 
aksesibilitas dan 
kemampuan 
fasilitas layanan 
rehabilitasi 

Lembaga 
Rehabilitasi Yang 
Operasional 

 
1 

Lembaga 

 
600.000 

 

 
8. 

Pascarehabiltasi 
Penyalahguna 
dan/atau 
Pecandu Narkoba 

Meningkatnya 
Kualitas layanan 
rehabilitasi narkoba di 
klinik rehabilitasi 

Indeks kepuasan 
layanan klinik 
rehabilitasi BNN 
Kabupaten 
Bandung Barat 

 

15 Orang 

 

10.150.000 

 

 
9. 

Penguatan 
Lembaga 
Rehabilitasi 
Instansi 
Pemerintah 

 

Meningkatnya 
kapasitas tenaga 
teknis 
rehabilitasi 

Jumlah petugas 
penyelenggara 
layanan IBM yang 
terlatih 

 

10 Orang 

 

14.845.000 
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10. 

Penyusunan dan 
Pengembangan 
Rencana Program 
dan Anggaran 
BNN 

Meningkatnya 
proses manajemen 
kinerja secara efektif 
dan efisien 

Nilai Kinerja 
Anggaran 
BNN 
Kabupaten 
Bandung 
Barat 

 

 
4 

Dokumen 

 
 
 

13.331.000 

 
 
 

11. 

Pembinaan 
Administrasi dan 
Pengelolaan 
Keuangan 

Meningkatnya tata 
kelola administrasi 
keuangan yang 
sesuai prosedur 

Nilai Indikator 
Kinerja 
Pelaksanaan 
Anggaran (IKPA) 
BNN Kabupaten 
Bandung Barat 

 

 
12 

Layanan 

 
 
 

46.372.000 

 
 
 

12. 

Pengembangan 
Organisasi, 
Tatalaksana dan 
Sumber Daya 
Manusia 

 

Meningkatnya 
penyelenggaraan 
layanan 
kepegawaian 

 

Nilai Indikator 
Kinerja 
Pelaksanaan 
Anggaran (IKPA) 

 

 
1 

Layanan 

 
 
 

11.280.000 

 
 
 

13. 

Penyelenggaraa n 
Ketatausahaan, 
Rumah Tangga 
dan Pengelolaan 
Sarana dan 
Prasarana 

 
Meningkatkan Tata 
Kelola Pengadaan 
dan Pengellaan 
Barang dan Jasa 

 
Indeks Kualitas 
Pengadaan 
dan 
Pengelolaan 
Barang/Jasa 

 

 
13 

Layanan 

 
 
 

890.334.000 

 

 
14. 

Penyelenggaraa 
n Kehumasan 
dan Keprotokolan 

Meningkatkan 
layanan kehumasan 
dan keprotokolan 

Indeks kepuasan 
Layanan 
Kehumasan 

 

 
1 Layanan 

 

 
10.000.000 

 
 

C. PERJANJIAN KINERJA 

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan mata rantai kegiatan 

penyelenggaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perjanjian 

Kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara 

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, 

dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. PK menjadi dasar bagi penilaian 

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar 

penetapan bagi sasaran kinerja pegawai. Oleh karenanya, PK dapat menjadi instrument 

dalam penentuan pemberian penghargaan ataupun sanksi. 
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Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, 

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan 

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksnakan 

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. 

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan 

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah kinerja terukur tertentu berdasarkan 

tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak 

dibatasi kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja 

(Outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan 

demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari 

kegiatan tahun-tahun sebelumnya. 

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan 

Narkotika Nasional dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat, 

maka Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat adalah 

sebagai berikut 

: 
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT 
 
 

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN 

Meningkatnya daya tangkal anak dan 

remaja terhadap pengaruh buruk 

penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika 

Indeks Ketahanan Diri 

Remaja Terhadap 

Penyalahgunaan Narkoba 

 

54,63 

 

Indeks 

Meningkatnya daya tangkal keluarga 

terhadap pengaruh buruk 

penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika 

Indeks Ketahanan Keluarga 

Terhadap Penyalahgunaan 

Narkoba 

 

88,571 

 

Indeks 

Meningkatnya kesadaran dan kepedulian 

masyarakat dalam penanganan P4GN 

Indeks Kemandirian 

Partisipasi 
3,76 Indeks 

Meningkatnya upaya pemulihan 

penyalahgunaan dan/atau pecandu 

narkoba 

Persentase penyalahguna 

dan/atau pecandu narkotika 

yang mengalami 

peningkatan kualitas hidup 

 

68 

 

% 

Meningkatnya kapasitas tenaga teknis 

rehabilitasi 

Jumlah petugas 

penyelenggara layanan IBM 

yang terlatih 

 
10 

 
Orang 
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Meningkatnya aksesibilitas dan 

kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi 

narkotika 

Jumlah lembaga rehabilitasi 

yang operasional 

 
1 

 
Lembaga 

Meningkatnya akasesibilitas dan 

kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi 

narkotika 

Jumlah unit penyelenggara 

layanan rehabilitasi IBM 

yang operasional 

 
2 

 
Unit 

Meningkatnya kualitas layanan 

rehabilitasi narkotika 

Indeks Kepuasan Penerima 

Layanan Rehabilitasi Pada 

Fasilitas Rehabilitasi BNN 

 
3.29 

 
Indeks 

Meningkatnya proses manajemen kinerja 

secara efektif dan efisien 
Nilai Kinerja Anggaran 86,00 Indeks 

Meningkatnya tata kelola administrasi 

keuangan yang sesuai prosedur 

Nilai Indikator Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran 

(IKPA) 

 
94,65 

 
Indeks 

 

 

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi Rp. 80.000.000 

2. Kegiatan Penyelenggaran Advokasi Rp. 106.000.000 

3. Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Rp. 217.545.000 

4. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba Rp. 10.150.000 

5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Rp. 14.845.000 

6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Rp. 102.220.000 

7. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Rp. 88.820.000 

8. 
Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya 

Manusia 

 

Rp. 11.280.000 

9. 
Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan 

Anggaran BNN 

 

Rp. 13.331.000 

10. 
Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan 

Pengelolaan Sarana dan Prasarana 

 

Rp. 961.440.000 

11. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan Rp. 10.000.000 

 

Total pagu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggran 2024 Rp. 

1,513,605,000 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Lima Ribu Ribu Rupiah). 
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN  
 

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat dalam capaian kinerja 

melaksanakan berbagai upaya untuk mendorong perbaikan akuntabilitas kinerja melalui 

perbaikan manajemen, termasuk sistem perencanaan kinerja, pengukuran pelaporan, 

dan evaluasi. Setiap hasil kegiatan dilakukan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) 

dan Perjanjian Kinerja (PK). Rencana Kinerja BNNK Bandung Barat memiliki program 

kegiatan, yaitu pelaksanaan dan peninngkatan kapasitas P4GN di daerah. 

Pada tahun 2024 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat telah 

menetapkan Perjanjian Kinerja sebanyak 10 ( sepuluh) sasaran kegiatan, dengan indikator 

kinerja sebanyak 10 (Sepuluh) indikator. Table berikut menjelaskan realisasi dari capaian 

target sasaran kinerja tahun 2024, sebagai berikut : 

 

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi 
Capaian 
Target 

 
1. 

Meningkatnya daya tangkal 

anak dan remaja terhadap 

pengaruh buruk 

penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika 

Indeks Ketahanan Diri 

Remaja Terhadap 

Penyalahgunaan Narkoba 

 
54,63 

 

 
54.01 

 

Terjadi Penurunan 
Tetapi Masih 
dalam Kategori 
Sangat Tinggi 

 
2. 

Meningkatnya daya tangkal 

keluarga terhadap pengaruh 

buruk penyalahgunaan dan 

peredaran 

gelap narkotika 

Indeks Ketahanan Keluarga 

Terhadap Penyalahgunaan 

Narkoba 

 
88.57

1 
 

 
78.304 

 

Tidak Memenuhi 
Target Kategori 
Tinggi 

 

3. 
Meningkatnya kesadaran 

dan kepedulian 

masyarakat dalam 

penanganan P4GN 

Indeks Kemandirian 

Partisipasi 

 

3.76 
 

 

3.76 
 

Memenuhi Target 

 
4. 

Meningkatnya upaya 

pemulihan penyalahgunaan 

dan/atau pecandu narkoba 

Persentase penyalahguna 

dan/atau pecandu narkotika 

yang mengalami 

peningkatan kualitas hidup 

 
68 % 

 

 
74,22% 

 

Terpenuhi di atas 
Target 

 
5. Meningkatnya kapasitas 

tenaga teknis rehabilitasi 

Jumlah petugas 

penyelenggara layanan 

IBM yang terlatih 

 
10 

 

 
10 
 

Memenuhi Target 

 

6. 
Meningkatnya aksesibilitas 

dan kemampuan fasilitas 

layanan rehabilitasi 

narkotika 

Jumlah lembaga rehabilitasi 

yang operasional 

 

1 
 

1 
Memenuhi Target 
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7. 
Meningkatnya akasesibilitas 

dan kemampuan fasilitas 

layanan 

rehabilitasi narkotika 

Jumlah unit penyelenggara 

layanan rehabilitasi IBM 

yang operasional 

 
2 

 

2 
Memenuhi Target 

 

8. Meningkatnya kualitas 

layanan rehabilitasi narkotika 

Indeks Kepuasan Penerima 

Layanan Rehabilitasi Pada 

Fasilitas Rehabilitasi BNN 

 
3.29 

 

3.44 
 

Terpenuhi di atas 
Target 

9. Meningkatnya proses manajemen 

kinerja secara efektif dan efisien 
Nilai Kinerja Anggaran 86 100 

Terpenuhi di atas 
Target 

 

10. 
Meningkatnya tata kelola 

administrasi keuangan yang 

sesuai prosedur 

Nilai Indikator Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran 

(IKPA) 

 
94,65 

 

100 Terpenuhi di atas 
Target 

 
 

Dari 10 (sepuluh) indikator kinerja kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa : 

➢ 4 ( Empat ) indikator kinerja kegiatan yang sudah melebihi target, dari target yang 
ditetapkan; 

➢ 4 ( Empat ) indikator kinerja kegiatan yang sudah sesuai dengan target yang sudah di 
tetapkan; 

➢ 2 ( Dua ) Indikator Kinerja Kegiatan tidak sesuai target yang sudah di tetapkan; 

 
Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan di Badan 

Narkotika              Nasional Kabupaten Bandung Barat selama tahun 2024, perlu dilakukan 

evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapain kinerja tahun 

berjalan. Analisis disajikan dalam bentuk narasi maupun table yang berisi analisis 

perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan, membandingkan antara 

realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun 

terakhir, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang 

terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi 

kinerja tahun ini dengan standar nasional, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis 

efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang 

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 
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Adapun hasil pencapain kinerja sudah sesuai dengan Perjanjian Kinerja BNN 

Kabupaten  Bandung Barat tahun 2024 dengan sasaran kegiatan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

“Meningkatnya Daya Tangkal anak dan Remaja terhadap pengaruh buruk 

penyalhgunaan dan Peredaran gelap narkotika” 

 
A. Definisi Operasional 

Definisi Operasional dari indeks ketahanan diri remaja adalah tingkat daya tangkal 

anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika. 

B. Metode Pengukuran 

Metode pengukuran indeks ketahanan diri remaja adalah pada hasil olah data 

kuisioner survey/wawancara melalui aplikasi web : https://dektari.bnn.go.id/ atau aplikasi 

mobile “Dektari Aja” kepada responden yang sudah mendapatkan program pengelolaan 

Informasi dan Edukasi dari BNN atau pelajar/mahasiswa yang telah dilakukan kegiatan 

penyuluhan/sosialisasi di tingkat BNNK masing-masing pada tahun 2024. 

C. Hasil Pengukuran 

Sesuai surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor: 

B/4224/XII/DE/PC.00/2024/BNN tanggal 24 Desember 2024 tentang hasil perhitungan 

Indeks Ketahan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan narkoba (Dektari) Direktorat 

Informasi dan Edukasi tahun 2024 di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat 

dengan menggunakan aplikasi Web didapatkan hasil sebesar 54.01 dari target 54.63 atau 

dengan  persentasi 98.86 % dengan kategori “Sangat Tinggi”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase 

 
 

1. 

Indeks Ketahanan Diri  Remaja 

Terhadap Penyalahgunaan 

Narkoba 

 

54,63 

 

54,01 

 

98.86 % 

https://dektari.bnn.go.id/
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Tabel Pencapaian  Target dari Tahun 2022 s.d. 2024 : 

 

No Tahun Target Realisasi Persentase Perbandingan 

1 2022 52,00 Indeks 50.93 Indeks 97,94% 
Terjadi 

Penurunan 
0.62 Indeks 
tetapi Masih 

Kategori  
“ Sangat 
Tinggi” 

 

2 
 

2023 
 

51,00 Indeks 
 

54,63 Indeks 
 

107,12% 

 

3 
 

2024 
 

54,63 Indeks 
 

54.01 Indeks 
 

98.86 % 

 

 

Berikut grafik perbandingan indeks ketahanan diri remaja terhadap 

penyalahgunaan narkoba tahun 2022 – 2024. 

 

 

 

 

  

Dapat dilihat pada table dan grafik perbandingan, pada tahun 2022 taget IKK nya 

sebesar 52,00 indeks dan realisasinya sebesar 50.93 Indeks dengan persentase 97.94 %. 

Sedangkan pada tahun 2023 targetnya sebesar 51,00 indeks dan realisasinya sebesar 

54,63 dengan persentase 107,12% sedangkan  pada Tahun  2024 target sebesar 54.63 % 

dan realisasinya sebesar 54.01 % dengan persentase 98.86 %  terjadi penurunan  sebesar 

0.62 % Tetapi masih dalam  Kategori “ Sangat Tinggi “

2022 2023 2024

Target 52 51 54,63

Realisasi 50,93 54,63 54,01

Persentase 97,94230769 107,1176471 98,86509244

52 51
54,63

50,93
54,63 54,01

97,94230769

107,1176471

98,86509244

Perbandingan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap 
Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2022-2024

Target Realisasi Persentase
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D. Permasalahan/ Hambatan 

 
Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan ini adalah : 

1. Adanya kegiatan Sekolah yang waktunya bersamaan dengan kegiatan pelatihan; 

2. Gangguan Jaringan Internet pada saat pengisian kuesioner secara online/ Aplikasi 

yang sering error. 

3. Bahasa ambigu yang terkadang sulit dipahami oleh responden; 

4. Beberapa device tidak bisa mengakses link kuesioner; 

5. Hasil dari pengisian kuesioner tidak bisa melihatkan item-item apa saja yang menjadi 

kelemahan/kekurangan dalam pelaksanaan Dektari. 

6. Adanya Kolaborasi antara BNNK Bandung Barat, Pihak Sekolah DP2KBP3A Kab. 

Bandung Barat dan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program Ketahanan 

Keluarga dan adanya dukungan dari Pemerintah Desa dan Sekolah. 

 

 

E. Faktor yang menunjang 

 
Faktor yang menunjang keberhasilan terlaksanannya kegiatan yakni  

1. Adanya sinergitas dan kolaborasi dengan Instansi Pemerintah, Instansi Pendidikan, 

dan Profesional (Praktisi) dalam mensosialisasikan Variabel Dektari; 

2. Perencanaan program pembentukan remaja teman sebaya anti narkoba yang 

disiapkan dengan matang dengan bahan materi yang sudah dipersiapkan. 

3. Tingkat partisipasi sekolah dan peserta yang sangat baik 

 

. 

F. Rekomendasi 

 
Sebagai rekomendasi kedepan untuk perbaikan kegiatan kedepannya adalah: 

1. Meminta Juknis pelaksanaan Dektari di awal tahun; 

2. Melaporkan pada PIC pusat mengenai gangguan pada aplikasi, dan mengatur waktu 

yang tepat untuk pelaksanaan kegiatan; 

3. Mendampingi pengisian kuesioner; 

4. Mengganti dengan device yang bisa mensupport pengisian; 

5. Berkoordinasi dengan PIC untuk hasil kuesioner 
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B. “Meningkatnya daya tangkal Keluarga terhadap pengaruh buruk 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika” 

 

A. Definisi Operasional 

Definisi operasional indeks ketahanan keluarga adalah tingkat daya tangkal 

keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. 

Adapun metode pengukuran IKK adalah pada hasil olah data kuisioner survei/wawancara 

kepada responden yang sudah mendapatkan program penyuluhan dari BNN Kabupaten 

Bandung Barat tahun 2024. 

 
No. 

 
Indikator Kinerja Kegiatan 

 
Target 

 
Realisasi 

Capaian Target 
(%) 

1. Indeks Ketahanan Keluarga 
terhadap Penyalahgunaan Narkoba 

88,571 
Indeks 

78.304 

Indeks 

88.40 

 

 

 

B. Metode Pengukuran 

 
Perhitungan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan menggunakan 

aplikasi berbasis web milik BNN RI. BNN Kabupaten/Kota memilih Desa/Kelurahan 

kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi yang terdiri dari anak dan 

orang tua. 

C. Hasil Pengukuran 

 
Sesuai surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor : 

B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN tanggal 23 Desember 2024 tentang hasil perhitungan 

indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba (Dektara) Direktorat 

Advokasi tahun 2023 telah didapatkan hasil bahwa BNN Kabupaten Bandung Barat yang 

aktif di lingkungannya dan melakukan pembekalan keluarga yang komperh ensif saat 

kegiatan sehingga nilai indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan Narkoba 

(IKK) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat mendapatkan nilai 78.304 dari 

target capaian 88,571 dengan persentase capaian realisasi sebesar 88.40 % atau kategori 

“tinggi”. 

Adapun rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Pelaksanaan 

Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba dan Pelaksanaan Penguatan Ketahanan 
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Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa pada 2 Keluarahan/Desa. 

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 mengalami penurunan. 

Penurunan tersebut dapat dilihat dalam table di bawah ini : 

 

No Tahun Target Realisasi Persentase Perbandingan 

1 2022 
78,68 
Indeks 

92,500 
Indeks 117, 56% Terjadi Penurunan 

dari Tahun 
Sebelumnya  2 2023 

78,69 
Indeks 

88,571 
Indeks 112,56 % 

3 2024 
88.571 
Indeks 

78.304 
Indeks 88,40 % 

 

   

  Dapat dilihat pada table perbandingan dan grafik bahwa pada tahun 2022 target 

IKK nya sebesar 78,68 indeks dan realisasinya sebesar 92,500 indeks dengan persentase 

117.56%.  Sedangkan pada tahun 2023 targetnya sebesar 78,69 indeks dan 

realisasinya sebesar 88,571 indeks dengan persentase 112,56% dan pada tahun 2024 

terjadi penurunan sebesar 10.267 Indeks Target 88.571 Indeks dengan Realisasi 78.304  

dengan persentase 88.40 %. 

Berikut grafik perbandingan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan 

Narkoba Tahun 2022 -2024 

 

 

 

2022 2023 2024

Target 78,68 78,69 88,571

Realisasi 92,5 88,571 78,304

Persentase 117,5648195 112,5568687 88,40816972

78,68 78,69
88,57192,5 88,571

78,304

117,5648195 112,5568687

88,40816972

Perbandingan Indeks Ketahanan Keluarga (Dektara) terhadap 
Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2022-2024

Target Realisasi Persentase
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D. Permasalahan/ Hambatan 
 

Adapaun faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan ini yakni: 

1. Target yang di tetapkan terlalu tinggi; 

2. Harus memiliki smartphone; 

3. Gangguan signal yang kadang-kadang menyebabkan terganggunya proses pengisian 

kuesioner; 

4. Pelaksanaan pelatihan pada hari dan jam pembelajaran siswa; 

5. Orangtua yang bekerja; 

6. Isian pertanyaan yang banyak dan ambigu. 

7. Pengisian link indeks ketahanan keluarga yang sering bermasalah 

8. Penginputan Data tidak terrecord dengan baik sehingga pengisiian selalu dilakukan 

secara Berulang 

 

E. Faktor Penunjang 
 

Adanya Kolaborasi antara BNNK Bandung Barat, Pihak Sekolah DP2KBP3A Kab. Bandung 

Barat dan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga dan adanya 

dukungan dari Pemerintah Desa dan Sekolah. 

 

F. Rekomendasi 

 
Adapun rekomendasi untuk kegiatan ini yakni mengoptimalkan sumber daya yang 

ada dalam menangani kegiatan, dan meningkatkan koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi 

kepada seluruh personil Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat. 
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C. Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam 
penanganan P4GN 

 
A. Definisi Operasional 

 
Definisi Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah angka capaian peran serta 

dan kemandirian masyarakat (para Penggiat Anti Narkoba) di lingkungan masing masing 

dalam upaya P4GN yang pada tahun ini dilaksanakan pada Pemerintah dan Masyarakat 

wilayah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintahan Bandung Barat meliputi Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat, DPMPD Kabupaten Bandung 

Barat Barat dan Disparbud Kabupaten Bandung  Barat dan Masyrakat meliputi Karang 

Taruna Kabupaten Bandung Barat,TP PKK Kabupaten Bandung Barat dan Darma Wanita 

Kabupaten Bandung Barat. 

B. Metode Pengukuran 

 
Metode pengukuran IKP dari masing-masing instansi/lingkungan adalah pada 

hasil olah data kuisioner survei/wawancara dengan 6 (enam) indikator kepada responden 

yang sudah mendapat program penyuluhan dan intervensi dari BNN pada Tahun 2024. 

C. Hasil Pengukuran 

Hasil pengukuran indeks kemandirian partisipasi diukur dari dengan memberikan 

kuisioner-kuisioner di Instansi/Lingkungan pemerintah swasta/perusahaan dan 

lingkungan pendidikan. Perhitungan berdasarkan jawaban dan jawaban tersebut masing-

masing memiliki       bobot angka yang bervariasi. 

 

No Indikator Kinerja Target Realisasi % 

 

1. 
Indeks Kemandirian 
Partisipasi (IKP) 

 
3,76 Indeks 

 
3,76 Indeks 

 
100 % 

 
 

Pengukuran Indeks Kemandirian Parisipatif dilaksanakan melalui Monitoring dan 

Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan 

Masyarakat, Pendidikan, Dunia Usaha, dan Pemerintah dengan hasil IKP secara 

kumulatif yaitu sebesar 3.76 kategori sangat mandiri dengan rincian per lingkungan 

sebagai berikut : 
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No Nama Lingkungan Instansi yang di Monev Nilai 

1. Lingkungan Pemrintah 
Kesbangpol,DPMPD,Disparbud 
Kabupaten Bandung Barat. 3.65 

2. Lingkungan Masyarakat 
Karang Taruna, TP PKK KBB dan 
Darmawanita KBB 3.87 

TOTAL 7.52 

NILAI IKP 3.76 
 
 

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 mengalami kenaikan. 

Kenaikan    tersebut dapat dilihat ditabel perbandingan dibawah ini : 

 

No Tahun Target Realisasi Persentase Perbandingan 

1 2022 3,20 Indeks 3.66 Indeks 114.36 % 
Sesuai dengan 

Target 

2 2023 3,25 Indeks 3,76 Indeks 115,69 % 

3 2024 3.76 Indeks 3.76 Indeks 100 % 

 

 

 

Berikut grafik perbandingan indeks kemandirian partisipasi tahun 2022 dan 2024 

 
 

 

 
 Dapat dilihat pada table dan grafik bahwa tahun 2022 target IKP sebesar 3.20 indeks 

dan realisasinya sebesar 3,66 dengan persentase 114,36 %. Sedangkan pada tahun 2023 

targetnya sebesar 3.25 indeks dan realisasinya 3,76 indeks dengan persentase 115,69 %. 

Pada tahun 2024 Target 3.76 Indek dan Realisasinya 3.76 Indeksi. 

 

2022 2023 2024

Target 3,2 3,25 3,76

Realisasi 3,66 3,76 3,76

Persentase 114,375 115,6923077 100

3,2 3,25 3,763,66 3,76 3,76

114,375 115,6923077
100

Indeks Kemandirian Partisipasi Tahun 2022 dan 2024

Target Realisasi Persentase
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D. Faktor Penghambat 
 

Adapun faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan ini yakni, 

sulitnya menyesuaikan jadwal dengan kegiatan-kegiatan sekolah maupun instansi 

pemerintah yang dijadikan target wawancara/kuisioner, terdapat berbagai tugas lainnya 

yang menghambat dalam proses penginputan, jumlah sumber daya manusia yang minim, 

sarana dan prasarana yang terbatas, dan cakupan wilayah yang cukup luas. 

Masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peran aktif 

dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba 

(P4GN). 

 

E. Faktor yang menunjang 

Faktor yang menunjang pencapaian target kegiatan ini yaitu kedua 

instansi/lingkungan yakni lingkungan Pendidikan dan lingkungan Masyarakat sangat 

responsive dan partisipatif dalam mendukung pelaksaan program P4GN di 

instansi/lembaga mereka, seperti terbentuknya penggiat anti narkoba dan pemberdayaan 

masyarakat melalui test urine. 

Dukungan dari tokoh masyarakat dalam menyebarluaskan informasi program 

P4GN.Adanya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan P4GN. Adanya koordinasi 

antara BNNK Bandung Barat, pemerintah daerah, Pemerintah Desa dan organisasi 

masyarakat. 

Pencapaian kinerja dikarenakan mengacu pada RKAK/L dan output kegiatan BNN 

Kabupaten Bandung Barat yaitu 2 (dua) instansi/lngkungan. Sebagai perbaikan kedepan 

kegiatan pemberdayaan peran serta masyarakat menitik beratkan pada sasaran sehingga 

berdaya guna dan memberikan dampak positif bagi masyarakat 

 

F. Rekomendasi 

Sebagai rekomendasi ke depannya yaitu diharapakan agar dapat mengoptimalkan 

kuisioner-kuisioner yang diberikan kepada penerima manfaat, memantau hasil pengisian 

kuisioner, mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam menjalankan kegiatan, serta 

menambah sarana dan prasarana di BNN Kabupaten Bandung Barat 

 



27 
 

 

 
 
 
 
 

A. Defenisi Operasional 

 
Kualitas hidup adalah penilaian terhadap kesejahteraan hidupnya berdasarkan 

nilai- nilai pribadi yang meliputi kesehatan fisik, kepuasan psikologis, hubungan individu 

dengan sosial dan lingkungan yang mempengaruhi aktivitasnya sehari-hari. 

B. Metode Pengukuran 

 
Kualitas hidup diukur melalui indikator yang terdiri dari empat domain yaitu 

kesehatan fisik, kesejahteraan psikologis, hubungan sosial dan hubungan dengan 

lingkungan (WHOQOL-BREF, 2004). 

C. Hasil Pengukuran 
 

Hasil pengukuran Persentase Penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang 

mengalami peningkatan kualitas hidup diukur dari dengan nilai yang tinggi menunjukkan 

kualitas hidup yang tinggi dan sebaliknya Nilai yang rendah menunjukkan kualitas hidup 

yang rendah. 

 Berikut adalah tabel pencapaian setelah di hitung jumlahnya dalam kurun waktu 

1 tahun. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 ada kenaikan realisasi dan 

persentase pencapaian. Pencapaian tersebut dapat dilihat ditabel perbandingan dibawah 

ini : 

 

 

 

D. Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna 
dan/atau  Pecandu Narkotika 

No Indikator Kinerja Target Realisasi % 

 
1 

Persentase Penyalahguna dan/atau 

pecandu narkotika yang mengalami 

peningkatan kualitas hidup 

68,00 

Persen 

74.22 

Persen 

 
124.06 % 
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No Tahun Target Realisasi Persentase Perbandingan 

1 2022 0% 0% 0 % 
Terjadi 

Kenaikan 
sebesar 6.22 % 

dari tahun 
sebelumnya 

 
2 

 
2023 

 
62.00% 

 
66.94% 

 
111,57% 

3 2024 68.00% 74.22 % 109.14 % 
 

 
Jika dilihat dari grafik perbandingan, dapat kita lihat pencapainnya tersebut. 
 

 

 
 
 

 Dapat di lihat pada tabel diatas dan grafik di bahwa pada tahun 2022 target 

Persentase Penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan 

kualitas hidup belum ada jadi realisasi masih 0 persen. Sedangkan pada tahun 2023 

targetnya sebanyak 62 persen dan realisasinya 66,94 persen dengan persentase 

sebesar 111,57 % dan pada Tahun 2024 target 68 %  realisasi 74.22 % terjadi kenaikan 

6.22 % dari Target yang telah di tetapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan 

Persentase Penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan 

kualitas hidup mengalami kenaikan.

2022 2023 2024

Target 0 62 68

Realisasi 0 66,94 74,22

Persentase 0 107,9677419 109,1470588

0

62
68

0

66,94
74,22

0

107,9677419 109,1470588

Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika 
yang mengalami Peningkatan Kualitas Hidup

Tahun 2022 dan 2024

Target Realisasi Persentase
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D. Faktor penghambat:  

1. Terdapat kendala menyesuaikan jadwal konseling dengan beberapa klien salah 

satunya dengan klien anak sekolah, karena harus menyesuaikan dengan jam sekolah; 

2. Belum sesuainya layanan yang diberikan dengan SOP dikarenakan pegawai belum 

mendapatkan pelatihan yang dibutuhkan. 

E. Faktor yang menunjang 
 

Tercapainya target presentase klien rehabilitasi yang kualitas hidupnya meningkat 

dikarenakan pelayanan yang diberikan sudah disesuaikan dengan rencana terapi dan 

kebutuhan klien, dengan mengedepankan kepulihan klien. Dari presentase yang 

ditargetkan sebesar 68%, BNN Kabupaten Bandung Barat mendapatkan capaian 74,22%. 

F. Rekomendasi 

 
Penilaian kualitas hidup dilakukan pada saat penerimaan awal klien dan sebelum 

dilakukannya terminasi layanan dengan menggunakan instrumen WHOQoL. Pemeriksaan 

ini dimaksudkan untuk menilai apakah klien memperoleh peningkatan kualitas hidup 

setelah mengikuti layanan rehabilitasi. Strategi yang dilakukan ialah menyusun rencanan 

terapi yang sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas klien yang bersangkutan 

sehingga klien diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidupnya. 

 

 

 

 E. Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi 

 

 
A. Definisi Operasional 

 
Intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang dirancang 

dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat melalui Agen Pemulihan 

dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. 
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B. Metode Pengukuran 

 
1. Kepala Desa 

 

Kepala Desa/Lurah mengonsolidasikan program IBM kepada seluruh pemangku 

kepentingan setempat, seperti ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pihak 

keamanan Desa/Kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mendukung 

program IBM. Untuk mensosialisasikan, mengidentifikasi, memberi dukungan & 

menerima laporan kegiatan IBM 

2. Agen Pemulihan 
 

Adalah anggota masyarakat yang tinggal di Desa/Kelurahan dan dipilih oleh Kepala 

Desa/Lurah untuk melaksanakan kegiatan dan layanan IBM setelah mendapatkan 

pembekalan sebagai mitra kerja Badan Narkotika Nasional. Anggota masyarakat yang 

dapat dipilih dan ditetapkan sebagai AP adalah: penggiat dan relawan anti narkoba, 

anggota karang taruna, kader PKK, Satlinmas, Posyandu, Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK), anggota lembaga kemasyarakatan, 

tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, mantan pecandu narkoba dan tenaga 

kesehatan. Tugas AP melakukan sosialisai, pemetaan, penjangkauan, kegiatan dan 

layanan, dukungan pemulihan, menerima laporan, Melibatkan mantan penyalahguna 

narkoba. 

3. TIM BNNP/BNNK 
 

Petugas BNNP dan BNNK/Kota memiliki peranan penting dalam pelaksanaan dan 

keberhasilan IBM, yaitu 

a) Melakukan sosialisasi dan inisiasi IBM dengan pemangku kepentingan lokal seperti 

Pemerintah Daerah, Kepolisian Daerah, organisasi kemasyarakatan, Lembaga 

Swadaya Masyarakat dll; 

b) Melakukan pemetaan dan penentuan lokasi IBM dengan berkoordinasi dengan 

pemangku kepentingan setempat; 
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c) Melakukan pendampingan kepada AP dalam pelaksanaan kegiatan dan layanan; 

d) M e l a k u k a n perkembangan klien IBM melalui 2 (dua) tahap; 1) saat penerimaan 

awal dan 2) selesai tahap bina lanjut. Adapun evaluasi yang dilakukan adalah 

pemeriksaan URICA, tes urin dan pengukuran kualitas hidup; 

e) Penilaian outcome, yaitu penilaian akhir dari suatu layanan rehabilitasi; 

f) Pengembangan jejaring kerja IBM. 

 
C. Hasil Pengukuran 

 

Mendeteksi tingkat risiko calon klien IBM terhadap penyalahgunaan narkoba. 

Dilaksanakan oleh Agen Pemulihan 

Untuk klien yang akan mengikuti layanan IBM Dilaksanakan oleh Agen Pemulihan 

Evaluasi Perkembangan Tahap Awal Dilaksanakan oleh BNNP/BNNK/Kota (WHOQOL, 

URICA, tes urin) : 

➢ Layanan Intervensi 

➢ Layanan wajib 

➢ Layanan pilihan 

➢ Layanan Bina lanjut 

➢ penilaian pasca rehabilitasi 

➢ pemantauan 

➢ pendampingan pemulihan 

➢ Evaluasi Perkembangan Tahap Akhir (kekambuhan & terminasi) 

 

Berikut adalah tabel pencapaian setelah di hitung jumlahnya dalam kurun waktu 1 tahun. 

 

No Indikator Kinerja Target Realisasi % 

1. 
Jumlah Petugas Penyelenggara 

Layanan IBM yang Terlatih 

10 

Orang 

10 

Orang 
100% 

Tabel  Jumlah Petugas penyelenggaran Layanan IBM Yang Terlatih 
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Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 ada kenaikan realisasi dan 

persentase pencapaian. Pencapaian tersebut dapat dilihat ditabel perbandingan 

dibawah ini : 

No Tahun Target Realisasi Persentase Perbandingan 

1 2022 
0 

Orang 
0 

Orang 
0 
% 

Terjadi Kenaikan 
sebesar 100 % 

dari tahun 
sebelumnya 

 

2 
 

2023 
10 

Orang 
11 

Orang 
110 
% 

3 2024 
10 Orang 10 

Orang 
100% 

 

 
 

Jika dilihat dari grafik perbandingan, dapat kita lihat pencapaiannya tersebut. 
 

 
 

Dapat di lihat pada tabel diatas dan grafik di bahwa pada tahun 2022 target 

Persentase Penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan 

kualitas hidup belum ada jadi realisasi masih 0 persen. Sedangkan pada tahun 2023 

targetnya sebanyak 10 Orang dan realisasinya 11 Orang dengan persentase sebesar 

110,00 %,. Pada Tahun 2024 target sebanyak 10 Orang dan Realisasinya 10 Orang 

dengan Pesentase 100 %. Dengan demikian dapat disimpulkan Persentase 

Penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup 

mengalami kenaikan sebesar 100%. 

2022 2023 2024

Target 0 10 10

Realisasi 0 11 10

Persentase 0 110 100

0 10 100 11 100

110
100

Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM 
yang Terlatih Tahun 2022 - 2024

Target Realisasi Persentase
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D. Permasalahan/hambatan 
 

a) Materi terlalu rumit dan pemberian materi terlalu padat, sehingga Peserta peningkatan 

kemampuan merasa kesulitan menyerap materi yang banyak dalam waktu 3 hari saja; 

b) Pemberian materi kurang efektif dikarenakan tempat pelatihan yang kurang memadai; 

c) Pemberian kompensasi bagi peserta peningkatan kemampuan dirasa belum sesuai, 

hanya terdiri dari uang transport, sedangkan pelaksanaan bimbingan teknis lebih dari 

8 jam perhari. 

d) Waktu pelaksanaan Bimtek mundur ke juni yang dijadwalkan mei awal karena 

mempersiapkan akreditasi. 

 

E. Faktor yang menunjang 
 
    Tercapainya jumlah agen pemulihan dikarenakan antusiasme dari 2 (dua) Desa yang pada 

Tahun Anggaran  ini ditetapkan sebagai Desa Bersinar untuk memulihkan para pecandu dan 

penyalah guna yang berada di Desa tersebut, sehingga Agen Pemulihan dengan sigap mengikuti 

bimbingan teknis yang diadakan sesuai target dari yang ditetapkan sebelumnya sebanyak 10 

(sepuluh) orang . 

 
F. Rekomendasi 

 

Melaksanakan bimbingan teknis bagi petugas penyelenggara layanan IBM atau 

Agen Pemulihan yang terbentuk pada Tahun Anggaran  untuk memberikan layanan IBM 

kepada pecandu atau penyalahguna dengan tingkat kecanduan ringan. Bimbingan Teknis 

dilakukan oleh Tim Seksi Rehabilitasi selama 3 (tiga) hari.Daya Manusia serta dukungan 

Unit IBM. 
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F. Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan 
rehabilitasi narkotika (Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang 
Operasional) 

 

 
A. Definisi Operasional 

 
Fasilitas rehabilitasi millik Komponen Masyarakat yang operasional adalah Lembaga 

rehabilitasi milik Komponen Masyarakat yang ditunjuk dan diberikan peningkatan 

kemampuan yang difungsikan sebagai tempat rehabilitasi milik Komponen Masyarakat 

sehingga mampu melaksanakan Pelayanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban 

penyalahguna narkoba. Maksud  dari mampu melakukan pelayanan rehabilitasi narkoba 

adalah ketika fasilitas rehabilitasi tersebut sudah melakukan layanan rehabilitasi narkoba 

terhadap pecandu dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan setelah mendapatkan 

peningkatan kemampuan dari BNN. 

B. Metode Pengukuran 

 
Metode pengukuran yang digunakan adalah adanya layanan rehabilitasi yang 

terbentuk bagi  pecandu dan korban penyalahguna narkoba melalui layanan rawat jalan di 

Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (LRKM). 

C. Hasil Pengukuran 

 
Adanya lembaga rehabilitasi yang operasional dalam layanan rawat jalan dalam 

melaksanakan layanan rehabilitasi serta jumlah klien yang melakukan layanan rehabilitasi 

tersebut. 

Seksi rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat mendapatkan 

target 1 lembaga yang operasional dan tercapai 1 lembaga dengan persentase 100 %. 

Selain indikator kinerja terkait penyelenggara layanan rehabilitasi IBM (Intervensi Berbasis 

Masyarakat), ada juga indikator kinerja lain yakni jumlah lembaga rehabilitasi yang 

operasional. 
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Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 tidak mengalami pencapaian 

dalam realisasi tapi targetnya meningkat dan sama-sama terpenuhi 100 %. Pencapaian 

tersebut dapat dilihat ditabel perbandingan dibawah ini : 

 

No Tahun Target Realisasi Persentase Perbandingan 

1 2022 1 Lembaga 1 Lembaga 100 % 
Tidak Terjadi 
Kenaikan dari 

tahun sebelunya 2 2023 1 Lembaga 1 Lembaga 100 % 

3 2024 1 Lembaga 1 Lembaga 100 % 

 

 

 

 

 
 

 

Dapat di lihat pada tabel dan grafik bahwa pada tahun 2022 target jumlah lembaga 

rehabilitasi yang operasional sebanyak 1 lembaga dan realisasinya sebanyak 1 lembaga 

dengan  persentase 100 % hasil capainan yang sama pada 2024 dengan Tahun 

sebelumnnya. 

2022 2023 2024

Target 1 1 1

Realisasi 1 1 1

Persentase 100 100 100

1 1 11 1 1

100 100 100

Perbandingan Jumlah Lembaga rehabilitasi yang Operasional
tahun 2022 - 2024

Target Realisasi Persentase

No Indikator Kinerja Target Realisasi % 

1. Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang 

Operasional 

1 

Lembaga 

1 

Lembaga 
100 
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Berikut data penyalahguna dan pecandu narkoba yang direhabilitasi pada klinik 

pratama  Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat selama dalam kurun 

waktu tahun 2023. 

 

Data Penyalahguna Dan Pecandu Narkoba Yang Direhabilitasi Di Badan Narkotika Nasional 
Kabupaten Bandung Barat 

Selama Tahun 2024 (Berdasarkan Jenis Kelamin) 
 

NO JENIS KELAMIN JUMLAH (ORANG) TARGET % 

1 Laki-Laki 19 20 110 

2 Perempuan 2 

JUMLAH 
 

21 20 110 
 

 

Data Penyalahguna Dan Pecandu Narkoba Yang Direhabilitasi  Di Badan Narkotika Nasional 
Kabupaten Bandung Barat 

Selama Tahun 2024 (Berdasarkan Jenis Zat) 

 

1 Shabu 2 

2 Inhalant - 

3 Analgetik/Opioid Lain - 

4 Benzodiazepine 19 

5 
Magic Mushroom - 

6 Lain-Lain - 

JUMLAH 21 

 
 

Adapun Layanan rehabilitasi yang beroperasional dapat dilihat pada table berikut ini : 
 

 

No 
 

Satker 
 

Alamat 
 

Program 
Jumlah 

 
Klien 

 

Keterangan 

1 Klinik BNNK 
Bandung Barat 

Komplek Pemkab 
Bandung Barat Gd. D 
Lt. 2 Jl. Raya 
Padalarang – Cisarua 
KM 2, Desa Mekar 
sari, Kecamatan 
Ngamprah 

Rawat 
Jalan 

  

 Jumlah   21  
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Indikator Keberhasilan adalah sebagai berikut : 
 

1. Jumlah klien yang datang ke layanan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi instansi 
pemerintah. 
 

2. Jumlah Agen pemulihan pada program intervensi berbasis Masyarakat Yang telah 
diberikan bimbingan teknis 

3. Adanya Petugas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat yang diberikan Pelatihan 
 

4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat atau Instansi terkait terhadap layanan 
rehabilitasi Instansi Pemerintah. 

 
D. Permasalahan/Hambatan 

 
Faktor Penghambat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : 
 

a. Banyak LRKM yang tidak beroprasi dikarenakan tidak adanya dukungan anggaran 

dan peningkatan kemampuan SDM yang diberikan dari pemerintah (Kementerian 

Sosial dan BNN RI) 

b. Kewajiban lembaga mitra untuk mengirimkan laporan yang terlalu banyak, dirasa 

memberatkan lembaga mitra. 

E. Faktor yang menunjang 

 
Faktor yang menunjang yakni lembaga rehabilitasi yang operasional Peningkatan 

kemampuan oleh BNN dalam rangka meningkatkan kualitas layanannya dan mampu memenuhi 

standar layanan dan adanya dukungan dari para stakeholder juga advokasi dan supervisi yang 

intensif dari petugas BNN Kabupaten Bandung Barat serta adanya kekompakan diantara 

personil Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat dalam mendukung 

kegiatan ini. 

F. Rekomendasi 
 

Sebagai rekomendasi kedepan yang diperlukan adalah lembaga rehabilitasi yang 

operasional ditetapkan sebagai Lembaga mitra di Tahun Anggaran 2025 karena petugas 

dan Lembaga mempunyai komitmen yang kuat dalam memberikan layanan rehabiltasi 

bagi pecandu dan penyalahguna.



38 
 

 

 
 

 

G. Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan 
rehabilitasi narkotika (Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Yang 
Operasional) 

 
 

A. Definisi Operasional 
 

Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Yang Operasional adalah intervensi di 

bidang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang dirancang dari masyarakat, 

oleh masyarakat dan untuk masyarakat melalui agen pemulihan dengan memanfaatkan 

fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. IBM melakukan 

pendekatan rehabilitasi dalam bentuk sederhana dengan ambang batas rendah (low 

threshold), yang berarti layanan tersebut mudah diakses dan tidak membutuhkan 

persyaratan untuk terlibat didalamnya. 

B. Metode Pengukuran 

 
Metode pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara 

layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu 

menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga 

bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu 

narkotika dilingkungannya dalam satu tahun anggaran. 

C. Hasil pengukuran 

 
Dalam menentukan tercapai atau tidaknya indikator kinerja jumlah unit penyelenggara 

layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional, dapat diukur 

dengan  mengidentifikasi apakah layanan IBM tersebut telah beroperasi sesuai SOP yang 

telah ditentukan. 
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No Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase 

1. Jumlah unit penyelenggara Layanan 
 
Rehabilitasi IBM yang operasional 

 
2 Unit 

 
2 Unit 

 
100 % 

 

Kegiatan IBM dilakukan oleh Agen Pemulihan (AP) yang merupakan warga 

masyarakat yang  tinggal didesa/kelurahan yang terpilih sebagai mitra kerja BNN, 

untuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat terdapat 2 (dua) desa 

yang memiliki unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yaitu : 

1. IBM Desa Cipada Kecamatan Cikalongwetan. Sesuai dengan Surat Keputusan 

Kepala Badan Narkotika Nasional  NOMOR: KEP/331/III/DE/RH.01.00/2024/BNN 

Tentang  Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di LIngkungan BNN 

Provinsi / Kabupaten Kota Tahap Kedua Tahun Anggaran 2024. dan tertuang    

dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cipada Nomor 141.3/Kep.16/Des-04/2024 

Tahun 2024 tentang pembentukan tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) 

Desa Cipada Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat. 

2. IBM Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar. Sesuai dengan Surat Keputusan 

Kepala Badan Narkotika Nasional  NOMOR: KEP/331/III/DE/RH.01.00/2024/BNN 

Tentang  Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di LIngkungan BNN 

Provinsi / Kabupaten Kota Tahap Kedua Tahun Anggaran 2024 dan tertuang   

dalam Surat Keputusan Kepala Desa Batujajar Nomor 22/SKEP-DESA/V/2024 

tentang pembentukan tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Desa Batujajar 

Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat. 

3. Unit IBM desa tersebut sudah beroperasi dengan jenis layanan Sosialisasi, KIE, 

Keterampilan Hidup, Kunjungan Diri, Penjangkauan, Kelompok Dukungan 

Sebaya, Bina Lanjut dan Rujukan dengan demikian target unit penyelenggara 

layanan rehabilitasi IBM Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat 

sebanyak 2 (Dua) Unit dan terealisasi sebanyak 2 (dua) unit capaian target 

mencapai 100 %. 

Pencapaian tersebut dapat dilihat ditabel perbandingan dibawah ini : 
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No Tahun Target Realisasi Persentase Perbandingan 

1 2022 1 Unit 1 Unit 100,00 % 
Terjadi 

Kesamaan dari 
100 % tahun 
sebelumya 

2 2023 2 Unit 2 Unit 100,00 % 

3 2024 2 Unit 2 Unit 100.00% 

 

 
           Berikut grafik perbandingan unit penyelenggara layanan rehabilitasi ibm dari tahun 2022- 2024 

 

 
 

Dapat di lihat pada tabel dan grafik bahwa pada tahun 2022 target jumlah Unit 

Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM sebanyak 1 unit dan realisasinya sebanyak 

1 unit dengan persentase 100 %. Sedangkan pada tahun 2023 targetnya sebanyak 2 

unit dan realisasinya sebanyak 2 unit dengan persentase sebesar 100 %. Pada Tahun 

2024 target 2 Unit realisasi 2 unit dengan persentase 100 %.  

 
Permasalahan dan hambatan pada jadwal pelaksanaan rapat pembentukan 

IBM berbenturan dengan kegiatan lainnya di Desa, masih kurangnya pengetahuan dan 

kesadaran tentang layanan rehabilitasi, dukungan anggaran dari BNN RI untuk 

melaksanakan kegiatan ini masih minim serta belum adanya support anggaran dari 

Pemerintah Desa terhadap Program IBM. 

D. Faktor yang menunjang 
 

Penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk 

dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan 

2022 2023 2024

Target 1 2 2

Realisasi 1 2 2

Persentase 100 100 100

1 2 21 2 2

100 100 100

Perbandingan Jumlah Unit Penyelenggara Layanan IBM yang 
Operasional

tahun 2022 - 2024

Target Realisasi Persentase
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pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan 

dan/atau pecandu narkotika di lingkungannya dalam satu tahun anggaran serta 

adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yakni dalam hal ini Desa 

Cipada Kecamatan Cikalongwetan dan Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar    

Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan program IBM ini.  

E. Rekomendasi 

 
Tetap memberikan supervisi agar unit intervensi berbasis masyarakat yang telah 

terbentuk tetap dapat menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian 

dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi para pecandu dan penyalahguna 

yang ada di desa tersebut.  
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H. Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika 

 
 

A. Definisi Operasional 

 
Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat 

mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten 

Bandung Barat Tahun 2024 yang terdiri satu indikator kinerja. 

B. Metode Pengukuran 

Metode pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Kinik Rehabilitasi adalah pada 

hasil perhitungan olah data kuisioner survei/wawancara indikator kepada responden 

yang sudah mendapat layanan Rehabilitasi dari klinik Pratama BNN Kabupaten 

Bandung Barat pada tahun  2024. 

C. Hasil Pengukuran 
Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten 

Bandung Barat diukur dengan memberikan kuisioner-kuisioner kepada Klien yang sudah 

mendapatakan layanan Rehabilitasi dari Klinik Pratama BNN Kabupaten Bandung Barat. 

Perhitungan berdasarkan jawaban dan jawaban tersebut masing-masing memiliki bobot 

tangka yang bervariasi. 
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No 
Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi % 

1. 
Indeks Kepuasan Penerima Layanan 
Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN 

3.29 
Indeks 

3.44 
Indeks 

103.38 
% 

 
Pencapaian tersebut dapat dilihat ditabel perbandingan dibawah ini : 

 

No Tahun Target Realisasi Persentase Perbandingan 

1 2022 3,2 Indeks 3,192 Indeks 99.75 % 
Adanya 

Kenaikan 
persentase 

sebesar 0.15 % 
 

 

2 
 

2023 
 

3,2 Indeks 
 

3,36 Indeks 
 

103.38 % 

3 2024 3.29 Indeks 3.44 Indeks 104.55 % 
 

 

Berikut grafik perbandingan Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi Pada 

Fasilitas   Rehabilitasi dari tahun 2022 – 2024. 

 
 
 

 

Dapat di lihat bahwa pada tahun 2022 Badan Narkotika Nasional Kabupaten 

Bandung Barat dengan target 3.2 Indeks dan adapun realisasinya sebanyak 3,192 

Indeks dengan persentase 99,75 %. Sedangkan pada tahun 2023 targetnya sebanyak 

3.2 Indeks perkara dan realisasinya  sebanyak 3,36 indeks perkara dengan persentase 

sebesar 105 %, dan pada Tahun 2024 Target 3.29 Indeks realisasi 3.44 Indeks dengan 

persentase 104.55 %. Dapat disimpulkan pada Tahun 2024 realisasi melebihi target. 

2022 2023 2024

Target 3,2 3,2 3,29

Realisasi 3,192 3,36 3,44

Persentase 99,75 105 104,5592705

3,2 3,2 3,293,192 3,36 3,44

99,75 105 104,5592705

Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas   
Rehabilitasi dari tahun 2022 - 2024

Target Realisasi Persentase
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D. Permasalahan/Hambatan 

Adapun permasalahan dan hambatan adalah: 

1. Sosialisasi IKM tidak dilaksanakan di awal tahun sehingga proses pengambilan 

data terlambat dan banyak klien sudah drop out atau menyelesaikan layanan; 

2. Kalimat yang terdapat dalam survey terkadang membingungkan klien untuk 

menjawab; 

3. Di awal tahun klien mengisi IKM dalam kertas dikarenakan belum 

dilaksanakannya sosialisasi IKM masih kurangnya petugas rehabilitasi yang 

belum mengikuti pelatihan tentang layanan rehabilitasi. 

E. Faktor yang menunjang 
 



44 

 

Petugas BNN Kabupaten Bandung Barat senantiasa berupaya memberikan 

layanan terbaik bagi masyarakat yang mengakses layanan rehabilitasi di Klinik 

Pratama BNN Kabupaten Bandung Barat. Layanan yang diberikan tidak hanya pada 

jam operasional tetapi dapat juga berkonsultasi melalui kanal online diluar jam 

operasional. 

Semakin banyaknya masyarakat yang mengerti dan memanfaatkan layanan 

rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi BNNK Bandung Barat juga adanya 

peningkatan kemampuan petugas rehabilitasi yang diselenggarakan pembina fungsi 

menjadikan kualitas layanan dapat lebih baik sehingga kepuasan masyarakat dapat 

meningkat 

F. Rekomendasi 
 

Peningkatan kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik rehabilitasi 

merupakan salah satu upaya dalam melaksanakan tugas dan fungsi BNN dalam 

mewujudkan masyarakat yang imun terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. 

meningkatkan layanan rehabilitasi. Salah satu tahapan akhir untuk menekan angka 

penyalahgunaan narkoba adalah memulihkan para pecandu, penyalah guna dan/atau 

korban penyalahgunaan narkoba yang tentunya harus didukung dengan layanan 

rehabilitasi yang baik dan memadai. Indikator kinerja dari sasaran tersebut adalah 

Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Bandung Barat. 
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I. Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan 
efisien 

 

 

A. Definisi operasionalnya 
 

Nilai kinerja anggaran yakni capaian kinerja atas evaluasi penggunaan 

anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada 

keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi, aspek 

manfaat dan aspek konteks. 
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B. Metode pengukuran 
 

Adapun metode pengukurannya yakni dengan mengambil nilai aspek 

implementasi tahun 2024 diambil dari pada Aplikasi Kementerian Keuangan yakni 

SMART DJA (Sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu) meliputi substansi 

penyerapan anggaran, konsistensi atas rencana Penarikan dana,capaian output. 

Hasil Pengukuran Pengukuran nilai kinerja anggaran BNN diperoleh 

berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks terkait 

pelaksanaan rencana kerja anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan 

sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 214 Tahun 2017 tentang 

pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL dan 

terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian 

Keuangan. 

No Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase 

1. Nilai Kinerja Anggaran BNN 86 100 116.27% 

Nilai tersebut dapat diambil dari dashboard aplikasi SMART DJA yang 

menampilkan pencapaian kinerja anggaran BNN Kabupaten Bandung Barat. Aplikasi 

tersebut secara otomatis menghitung progress pencapaian kinerja dan persentase  

Pada aplikasi SMART DJA juga menampilkan dan membagi kategori pencapaian 

nilai kinerja anggaran sesuai target yang ditetapkan oleh satuan kerja masing-masing. 
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Kinerja Anggaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat dinilai 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2022 tentang 
Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan 
Anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian 
negara/lembaga. 

Adapun hasil yang diperoleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung 
Barat tahun anggaran 2023 adalah 85,92 Dengan kategori “Baik”. Pada tahun 2024 
Target 86 realisasi 100 dengan Kategori “ Sangat Baik “. Pencapaian tersebut dapat 
dilihat ditabel perbandingan dibawah ini : 
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No Tahun Target Realisasi Persentase Perbandingan 

1 2022 87 Indeks 84,22 Indeks 96,80 % 
Terjadi 

kenaikan di 
2024 

2 2023 85 Indeks 85,92 Indeks 101,08 % 

3 2024 86 Indeks 100 Indeks 116.27% 

 

 
 
 
 
Berikut grafik perbandingan nilai kinerja anggaran dari tahun 2022 - 2024 

 

 
 

Dapat di lihat bahwa pada tahun 2022 targetnya sebanyak 87 indeks dan 

realisasinya sebanyak 84.22 indeks dengan persentase sebesar 96,80 %. Dan 

sedangkan pada tahun 2023 targetnya 85 indeks dengan realisasi sebesar 85,92 

indeks dengan persentase 101.08% dan Pada Tahun 2024 Target 86 Indeks Realisasi 

100 Indeks dengan persentase 116,27%. 

 

C. Permasalahan/hambatan 
 

Pencapaian nilai ini tidak mencapai target dikarenakan penyerapan anggaran 

yang polanya tidak optimal tidak mengikuti rencana penarikan dana (RPD). 

Sementara untuk pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi 

dilakukan berdasarkan ketepatan waktu penyerapan setiap bulan serta adanya 

2022 2023 2024

Target 87 85 86

Realisasi 84,22 85,92 100

Persentase 96,8045977 101,0823529 116,2790698

87 85 8684,22 85,92
10096,8045977 101,0823529

116,2790698

Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Tahun 
2022 - 2024

Target Realisasi Persentase
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kegiatan yang tidak tercapai outputnya. 

Adapun target Nilai Kinerja Anggaran berubah dikarenakan ada penurunan target 

dari tahun  2022 ke 2023 sebesar 2 Indeks, hal ini yang menyebabkan realisasinya 

juga ikut berubah mengikuti target yang ditetapkan. Jika melihat target tahun 2023 

sebesar 85 indeks dan realisasinya sebesar 85,92 indeks maka realisasi termasuk 

kategori Nilai Kinerja Anggaran  “Baik”    dari rentang nilai 80-90 indeks. Pada Tahun 

2024 Realisasi 100 dari Target 86 sehingga capaian pada Tahun 2024 melebihi dari 

Target. 

Capaian nilai kinerja anggaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung 

Barat didapat dari  beberapa aspek implementasi yang terdiri dari Lima bobot variabel 

yang terdiri Penyerapan Anggaran, Konsistensi, Capaian Rincian Output (CRO), 

Efisiensi sebesar, Nilai Efesiensi, Capaian nilai kinerja anggaran   Badan Narkotika 

Nasional Kabupaten Bandung Barat terealisasi 100 dengan target capaian 86. 

Dengan demikian capaian target mencapai 116.27 %, hasil yang dicapai sudah 

melebihi target perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Walaupun melebihi target 

namun tentunya akan menjadi  atensi bagi Badan Narkotika Nasional Kabupaten 

Bandung Barat untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dari Badan Narkotika 

Nasional Kabupaten Bandung Barat agar semakin efektif dan efisien. 

Kendala yang dihadapi adalah ketidak sesuaian RPD awal dengan realisasi 

menyebabkan deviasi pada hal III DIPA, hal ini disebabkan oleh refocussing 

anggaran, kurangnya jumlah pegawai yang belum sesuai dengan DSP yang 

seharusnya, sehingga menyebabkan pegawai memiliki tanggung jawab pekerjaan 

yang tidak sesuai dengan jabatan karena harus merangkap beberapa tugas atau 

pekerjaan lainnya yang menyebabkan kurang fokus terhadap pekerjaan. 

D. Faktor yang menunjang 

 
Adapun faktor yang menunjang yakni, adanya kekompakan dan kerjasama dari 

seluruh pegawai dalam melaksanakan kegiatannya sesuai RPD dan timeline yang 

telah dibuat pada awal tahun. Adanya pengawasan dari Kepala BNN Kabupaten 
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Bandung Barat secara menyeluruh ke masing-masing unit kerja. 

E. Rekomendasi 
 

Sebagai rekomendasi dan strategi untuk mengatasi masalah tersebut adalah 

dengan mengikuti sertakan pegawai yang ada untuk pelatihan dan bimbingan teknis 

yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya, menerapkan kebijakan dinamisasi 

dan optimalisasi, Meningkatkan koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi kepada seluruh 

personil BNN Kabupaten Bandung Barat dan menjalin komunikasi dan koordinasi ke 

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa   Barat. 
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J. Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai 
prosedur 

 
 

A. Definisi operasional 

 
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang 

ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja 

pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan 

sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang 

disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring 

(OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas 

kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil 

pelaksanaan anggaran. 

B. Metode pengukuran 

 

Pada TA 2024 ini, telah dilakukan evaluasi capaian IKPA untuk selanjutnya 

dilakukan perubahan paradigma penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yang 

sebelumnya fokus pada peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran menjadi fokus 

pada peningkatan kualitas belanja yang didukung oleh akselerasi belanja dan 

capaian output agar mampu berkontribusi optimal dalam membentuk outcome 

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini kemudian diwujudkan dalam 

bentuk Reformulasi IKPA 2024. 
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Reformulasi IKPA 2024 merupakan perubahan tata cara penilaian kinerja 

pelaksanaan anggaran melalui penajaman paradigma belanja berkualitas dengan 

tetap menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran. Tujuan reformulasi IKPA adalah 

untuk mendukung belanja berkualitas dengan penguatan value for money dalam 

penilaian kinerja pelaksanaan anggaran, mendorong akselerasi belanja dan 

pencapaian output belanja, dan Penetapan kewajaran perlakuan (fairness treatment) 

dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L, khususnya berdasarkan 

alokasi anggaran dan karakteristik belanja. Ada perubahan aspek dan indikator 

kinerja dalam penghitungan nilai IKPA 2023 
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C. Hasil Pengukuran 
 

Adapun hasil pengukuran IKPA yakni melakukan revisi DIPA dan revisi halaman 

III DIPA sesuai waktunya, Deviasi halaman III DIPA tidak terlalu jauh selisihnya, 

Penyerapan anggaran yang konsisten sesuai timeline, Pengelolaan UP dan TUP tepat 

waktu, Dispensasi SPM yang tidak mengalami keterlambatan, serta capaian output 

yang terisi. 

 

Pelaksanaan pemantauan secara periodik melalui OMSPAN masing-masing 

Satker pada menu Monev Pelaksanaan Anggaran, nilai IKPA dirilis secara periodic 

setiap tanggal 15 bulan berikutnya, namun demikian Pimpinan dapat memantau setiap 

saat atas perkembangan kegiatan yang ada pada Satuan kerjanya. 

 

 

No Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi % 

 
1. 

Meningkatnya tata kelola administrasi 
keuangan yang sesuai prosedur 

96,65 
indeks 

100 
Indeks 

105,65 
% 

 
 
 
 

Pencapaian tersebut dapat dilihat ditabel perbandingan dibawah ini : 



52 

 

 

No Tahun Target Realisasi Persentase Perbandingan 

1 2022 95 98,31 103,48 
Terjadi Kenaikan 

Tahun sebelumnya 

2 2023 92 94.01 102,18 

3 2024 94.65 100 105.65 

 

 

Berikut grafik perbandingan nilai IKPA dari tahun 2022 – 2024 
 

 
 

Dapat di lihat pada tabel dan grafik bahwa pada tahun 2022 target nilai IKPA 

sebesar 95 indeks dan realisasinya sebesar 98,31 indeks dengan persentase 103.48 

%. Pada tahun 2023 targetnya sebanyak 92 indeks dan realisasinya sebanyak 94,01 

indeks dengan persentase sebesar 102,18 %.Pda Tahun 2024 Target IKPA sebesar 

94.65 Indeks dan realisasinya 100 Indeks dengan persentase 105.65 %. Dengan 

demikian dapat disimpulkan terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya. 

Pengawasan pengelolaan kinerja keuangan yang meliputi nilai IKPA dipengaruhi 

oleh  ketaatan terhadap peraturan pengelolaan keuangan, kesesuaian perencanaan 

dan pelaksanaan anggaran, serta aktivitas pengelolaan uang. Adapun strategi 

optimalisasi capaian IKPA : 

a. Melakukan reviu atas DIPA secara periodik (minimal sekali di akhir triwulan), dan 

mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan 

penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada Satker. 

2022 2023 2024

Target 95 92 94,65

Realisasi 98,31 94,01 100

Persentase 103,4842105 102,1847826 105,6524036

95

92
94,65

98,31

94,01

100

103,4842105
102,1847826

105,6524036

Perbandingan nilai IKPA dari Tahun 2022 – 2024

Target Realisasi Persentase
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b. Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran 

yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir) dan segera menyelesaikan 

pada Triwulan I. 

c. Meminimalkan atau menunda revisi pergeseran antarjenis belanja di akhir 

triwulan yang dapat menyebabkan trajektori penyerapan anggaran berubah. 

d. Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran 

(minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana 

masing-masing jenis belanja. 

e. Menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran 
triwulanan. 
 
Dalam hal terdapat perubahan komposisi pagu per jenis belanja, agar 

memperhatikan perubahan target penyerapan anggaran dan melakukan 

penyesuaian pada RPD Hal III DIPA. 

f. Mengajukan revisi Hal III DIPA sebelum batas akhir cut off RPD triwulanan dalam 

rangka penilaian IKPA 

g. Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, 

serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun. 

h. Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal 

yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun 

anggaran. 

i. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan 

berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah 

disusun. 

j. Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan 

UP Tunai secara rasional sesuai kebutuhan bulanan Satker. 

k. Menggunakan UP Tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving 

UP Tunai paling sedikit 100% dalam satu bulan. 

l. Dalam mengajukan TUP, agar menyusun rencana penggunaan dan pengeluaran 

dalam satu bulan secara efektif dan meminimalkan setoran. 
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m. Menyetor sisa dana UP dan TUP yang berada di Bendahara Pengeluaran/BPP 

sebelum akhir tahun anggaran berakhir. 

n. Memonitor status penggunaan UP/TUP pada Aplikasi OMSPAN (Karwas 

UP/TUP dan detil  data IKPA UP/TUP 

o. Memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana untuk menghindari 

keterlambatan dalam memproses SPM tagihan pada akhir tahun anggaran. 

p. Menetapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran menjelang 

akhir tahun anggaran; dan 

q. Menghitung prognosis belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu untuk 

menghindari penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun 

r. Menetapkan metode perhitungan capaian output untuk setiap RO yang dikelola, 

khususnya untuk output teknis yang memiliki variasi pengukuran capaian. 

s. Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (Progres/PCRO) dan 

capaian (Realisasi Volume RO/RVRO), memperhatikan gap progres capaian 

output dengan penyerapan anggaran. 

t. Melakukan pengisian data capaian output bulanan secara komprehensif, akurat, 

dan disiplin pelaporan sebelum batas akhir open period reguler (s.d. 5 hari kerja 

setelah bulan berakhir). 

u. Memonitor status data pada Aplikasi OMSPAN dan memastikan status data telah 

Terkonfirmasi. 

v. Meningkatkan koordinasi antar-PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam 

melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output. 

 

D. Permasalahan/hambatan 

Kendala yang dihadapi adalah Kesesuaian penyusunan anggaran dan realisai di 

lapangan tidak selalu sesuai dengan perencanaan awal, adanya perubahan kebijakan 

dari pemerintah pusat sehingga pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana awal  

kurangnya sumber daya manusia yang belum memenuhi DSP. 
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E. Faktor yang menunjang 
Dikatakan Berhasil karena faktor – faktor sebagai berikut :  

1. Adanya analisa dan evaluasi serta pengawasan yang menyeluruh dalam 

menjalankan kegiatan – kegiatan di sub bagian umum,  

2. Adanya kerjasama dengan baik antara seluruh antara pegawai, Adanya 

konsistensi masing – masing seksi dalam melaksanakan tugasnya, dan  

3. Adanya komitmen yang kuat dalam mengejar target realisasi penyerapan 

anggaran dan time line/RPD. Dan Adanya ketepatan dalam pengisian Capaian 

Output serta Melaksanakan Revisi Dipa Halaman III secara tepat waktu. 

F. Rekomendasi 

 

Rekomendasi dan strategi kedepannya adalah Peningkatan kemampuan dan 

bimbingan teknis Sumber Daya Manusia di bidang pengelolaan Keuangan 

Mengoptimalkan sumber daya yang ada. 

 

K. AKUNTABILITAS KEUANGAN 
 

Realisasi anggaran belanja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat 

Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1,501,267,3108,- atau 99,18 % dari total anggaran yang 

disediakan yaitu sebesar Rp. 1,513,605,000,- dengan rincian sebagai berikut hasil yang 

di peroleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat adalah nilai angka 

dengan detail pengkuran sebagai berikut : 
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Berikut realisasi anggaran BNNK Bandung Barat hingga akhir tahun 2024 : 
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Berikut realisasi Capaian Output BNNK Bandung Barat hingga akhir tahun 2024 
 

 
  

Jika diuraikan pertahunnya realisasi anggaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten   Bandung 

Barat tahun anggaran 2024 dapat dilihat dibawah ini : 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

NO TAHUN PAGU REALISASI 
KEUANGAN 

% OUTPUT 

1. 2022 2,145,506,000 2,141,227,692 99.80 100 

2. 2023 1,766,148,000 1,765,275,342 99.95 100 

3 2024 1,513,605,000 1,501,267,310 99.18 100 
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Berikut grafik perbandingan Realisasi Anggaran dari tahun 2022 – 2024 : 

 

Adapun beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja yang pencapaiannya 

berhasil melampaui target dikarenakan yaitu : 

1. Adanya analisa dan evaluasi serta pengawasan yang menyeluruh dalam 

menjalankan kegiatan di masing – masing unit kerja 

2. Adanya kerjasama, kekompakan dan solidaritas diantara para pegawai Badan 

Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat dalam membantu melaksanakan 

program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran gelap 

narkotika (P4GN). 

3. Adanya konsistensi masing-masing unit kerja dalam melaksanakan tugasnya 
 

4. Adanya komitmen yang kuat dari para pegawai untuk melaksanakan kegiatan 

sesuai time line dan RPD masing-masing unit kerja 

5. Adanya sumber daya yang berkompeten untuk mengerjakan setiap kegiatan 
masing-masing. 

 
Beberapa hal yang menjadi tantangan dan permasalahan sehingga menjadi 

hambatan bagi BNN Kabupaten Bandung Barat dalam mencapai target capaian 

kinerja dan penyerapan anggaran, antara lain : 

2.145.506.000 

1.766.148.000 

1.513.605.000 

2.141.227.692 

1.765.275.342 

1.501.267.318 

99,80059212 99,95058976 99,184881

2022 2023 2024

Perbandingan Realisasi Anggaran dari Tahun 2022 – 2024

Target Realisasi Persentase
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1. Belum tercukupinya jumlah personil yang sesuai dengan daftar susunan 

pegawai (DSP) di satuan kerja sehingga para pegawai merangkap pekerjaan. 

2. Tidak adanya lagi bantuan anggaran dari Kementerian Kesehatan terkait layanan 

rawat inap di rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten. 

3. Belum adanya dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah dalam 

pelaksanaan program rehabilitasi 

4. Belum adanya kesiapan aparat Desa/Kelurahan untuk merealisasikan kegiatan IBM. 

5. Luasnya cakupan wilayah kerja Badan Narkotika Kabupaten Bandung Barat  

 
Adapun solusi yang dilakukan yaitu dengan cara : 

1. Merencanakan secara matang kegiatan apa saja yang menjadi kegiatan yang 

menjadi skala prioritas nasional. 

2. Selalu meningkatkan koordinasi antar stakeholder, satuan kerja perangkat 

daerah (SKPD), Perusahaan Swasta, dan Masyarakat terkait program kerja BNN 

Kabupaten Bandung Barat 

3. Selalu meningkatkan koordinasi kepada Pembina fungsi (BNNP Jawa Barat dan 

Eselon 1 (BNN Pusat) terkait gambaran dan konsep rencana kegiatan yang 

belum dipahami. 

4. Menambah personil / Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan terampil 

di BNN Kabupaten Bandung Barat agar seluruh kegiatan – kegiatan dapat 

berjalan dengan aman dan lancar. 

 

Adapun rekomendasi yang dilakukan kedepan yakni : 

 
1. Melakukan banyak terobosan kreatif di sosial media sehingga BNN Kabupaten 

Bandung Barat semakin dikenal dimasyarakat luas. 

2. Meningkatkan peran Hubungan Masyarakat dalam menginfomasikan kegiatan 

BNN Kabupaten Bandung Barat dimasyarakat. 

3. Diperlukan komitmen yang kuat dari Pemerintah, Dinas/Instansi terkait serta 
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masyarakat guna mendukung keberhasilan program rehabilitasi 

4. Perlunya sosialisasi tentang program rehabilitasi yang lebih luas kepada 

masyarakat agar tumbuh pemahaman dan kesadaran untuk lebih peduli dengan 

permasalahan serta betapa pentingnya rehabilitasi bagi korban penyalahguna 

dan pencandu narkoba. 

5. Menerapkan strategi kebijakan optimalisasi dan dinamisasi kepada para pegawai 

serta membagi tugas secara proporsional 

6. Mengikutsertakan pelatihan – pelatihan bagi para pegawai dimasing-masing unit kerja. 
 

7. Berupaya mengajukan usulan penambahan anggaran ke BNN Pusat dalam 

melaksanakan kegiatan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan 

peredaran gelap narkotika (P4GN). 

8. Menambah personil di masing-masing unit kerja. 
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BAB IV 
PENUTUP 

 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2024 dari Badan Narkotika Nasional 

Kabupaten Bandung Barat, yang dimana merupakan laporan pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Laporan ini menyajikan data tentang capaian 

kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat. Selain itu laporan ini dapat 

dipergunakan sebagai bahan informasi dan evaluasi serta bahan dasar pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan maupun upaya tindak lanjut untuk kegiatan – kegiatan yang 

akan datang. 

Untuk peningkatan capaian kinerja ditahun anggaran berikutnya diharapkan agar 

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat dapat penambahan sumber daya 

manusia agar kegiatan – kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar, selain 

penambahan sarana dan prasarana alat kantor juga masih dibutuhkan dalam rangka 

peningkatan kinerja pegawai. 

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Badan Narkotika Nasional 

Kabupaten Bandung Barat tidak mengalami hambatan yang berarti. Walaupun dalam 

kondisi serba terbatas, namun dengan adanya upaya yang sungguh – sungguh dari seluruh 

sumber daya manusia di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat, menjadikan 

seluruh kegiatan berjalan dengan baik. 

Sebagai penutup, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat akan 

senantiasa berupaya tanpa henti guna meningkatkan kemampuan, profesionalisme, dan 

kinerjanya dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut yakni 

menindaklanjuti setiap laporan informasi dugaan terjadinya tindak pidana narkoba, melayani 

pembuatan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika (SKHPN) dan memberikan 

pelayanan rehabilitasi kepada korban penyalahguna narkoba. 
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LAMPIRAN 
1. Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba 
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2. Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) 
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3. Indeks Kemandirian Partisipasi 
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4. Persentase Penyalajguna dan/atau Pecandu Narkotika yang mengalami Peningkatan 
Kualitas Hidup 
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5. Jumlah Petugas Penyelenggaraan IBM 
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6. Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional 
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7. Jumlah Penyelenggara IBM yang Operasional 
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8. Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi 
 

 
 

9. Nilai Kinerja Anggaran 
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10. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran ( IKPA ) 

 
 

 

 

 

 

 


